Menimbang : a.
b.

C.

Mengingat 1.
2.

3.

4

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran dan
menjamin  kepastian hukum dengan tertib administrasi
keuangan, perlu dilakukan perubahan terhadap pedoman
standar harga satuan;

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
mcenctapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi
Kalimantan Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 {tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 558/), scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
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10.

11

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
zgglbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
H856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Rarang Milik Negara/Daerah (lembharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
}43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
6:3);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Benta Negara Repubhbk Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bag
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepaia
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 811};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1);
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Menetapkan :

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun

2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan
Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020
Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 4R):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020 Nomor 60) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 48)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunvi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur imi ditetapkan standar
harga satuan.

(2} Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. standar harga satuan biaya kegiatan;
b. standar harga satuan honorarum;
c. standar harga satuan biaya pemeliharaan; dan
d_standar harga satuan pengadaan kendaraan dinas

{3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran sampai dengan Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sechingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
(1) Standar harga satuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan

pelaksanaan APBD.
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(2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3) Nalam pelaksanaan anggaran sehagaimana dimaksud
pada ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai:
a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi, yang merupakan prakiraan besaran biaya
tertinggi vang dapat dilampaui karena kondisi
tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga
pasar.

(4) Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat
(3) huruf a termasuk pembayaran pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan harga vang diakibatkan
kenaikan harga operasional dan/atau inflasi sehingga
satuan harga yang telah ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini sudah tidak sesuai, akan
dilakukan perbaikan dan penyesuaian tarif serta
penetapannyva dengan Keputusan Gubernur.

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

i d.engan aslinya Ditetapkan di Tanjung Selor

i Kalimantan Utara  pada tanggal 14 Agustus 2023
Hukum

-

GUBERNURK KALIMANTAN UTARA,

ttd

D GOZALL S.E., MH
001032001121003 ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 21




